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ABSTRAK

an sarana pelaksanaan kedaulatan rakyal yang
mum, bebas, rahasa, jujur, dan adil dalam Negara
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 Permasalahan skripsi 10 adalah

terhadap panitia pEnNgawas dalam
peranan Badan Pengawas

Pemilihan umum merupak

diselenggarakan sccara langsung, u
Kesatuan Republik Indonesia berdasar
Negara Republik Indonesia Tahun

penelitian ini bahwa sistem pengawasan represif
pemilihan umum kepala dacrah merupakan

nngea tahapan penyelengaraan. Panwas dalam

umum dalam penegakan hukum pemilihan
pendapat antar Panwas dan KPU hal ini dapat

penyeclesaian pelanggaran oleh panwas Namun
dikatakan efektif apabila diselesaikan oleh
g Tindak ‘lmjm yang
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yane sud. il
Pd yang sudah penulis Jelaskan melalui teori dan meneliti yang

§ psgkan dalem hagi) penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan peneliti,

maka dapat disimpulkan bahwsa -

I. Sistem pengawasan represif terhadap panitia pengawas dalam pemilihan umum
kepala daerah merupakan pengawasan dari tahapan persiapan hingga tahapan
penyelengaraan. Panwas dalam hal ini masih ikut mengawasi sampai pada
penetapan hasil pemenang calon kepala dacrah Komisi Pemilihan Umum (KPU)
resmi mengeluarkan berita acara pemenang calon.

2. Peranan badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilihan
umum yaitu apabila terdapat perbedaan pendapat antar Panwas dan KPU hal ini
dapat dilakukan dengan cara proses penyelesaian pelanggaran oleh panwas.

an pada masa pilkada dapat dikatakan efektif apabila
disclesaikan oleh Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undang.
dilakukan oleh panitia pengawas terhadap pelanggaran dapat
ﬁmg;i dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan

Namun pe

Tindak lanjut yang
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